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ABSTRAK

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, yang mengarah pada perubahan ke
kondisi yang lebih baik.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah
mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan
masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan
pertanggungjawaban masyarakat.

Di dalam rangka melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah
memerlukan perencanaan yang akurat dan matang serta diharapkan dapat melakukan
evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya yang berpedoman kepada
Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi, Perencanaan, Pembangunan Daerah,
Kabupaten Lahat
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1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.! Sebagai daerah otonom, daerah
mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan
masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan

pertanggungjawaban masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah, lalu disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun
1999 dan sekarang dimutakhirkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur tentang desentralisasi dan otonomi
daerah. Desentralisasi dalam wujudnya sebagai otonomi daerah yaitu penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan
keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu,

di dalam Pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwah Negara kesatuan

1 ST
Widjaja,HAW,” Otonomi daerah dan daerah otonom”. § : :
2005. Him. 7 akarta: PT. Rajagrafindo persada,

2
Pasal 1 angka (7) UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan D
Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125). ¢ silasmsl (emberanNegra



Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.3 Dari isi dan jiwa Pasal 18
UUD 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut diatas maka jelaslah bahwa
pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desenteralisasi di bidang
ketatanegaraan. Sebagai kosekuensi dari prinsip tersebut di atas maka dengan tegas

dinyatakan adanya daerah otonomi dan wilayah administrasi.*

Sesuai dengan amanat UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini

ditentukan menjadi urusan Pemerintah..’

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka

melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat®.

Penyelenggaraan otonomi daerah disamping amanat konstitusi, juga

merupakan kebutuhan objektif dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini.

? Pasal 18 ayat (1) UUD 1945

4 .
AW. Wijaya, “Pemerintahan Desa dan Administrasi " - j
Bacssls, 1oy, o rasi Desa”, Jakarta: PT. Rajagrafindo

s
Pasal 10 ayat (1) UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan D
Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125). ¢ 1 Docral (lembaran Negara

® Nurlan Darise, “ pengelolaan keuangan daera”. Jakarta: PT. Indeks, 2009. Him. 4



Pola penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik di masa lalu sudah tidak sesuai
lagi karena disamping tidak efesien, biayanya mahal juga tidak sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat yang telah berubah baik karena faktor internal

maupun eksternal.”

Peran pemerintah pusat di era otonomi daerah pada saat ini adalah lebih
banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan
pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan tidak
strategis diserahkan kepada daerah.® Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu
mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efesien dan efektif, demokratis,
mendorong peran serta masyarakat, mewujutkan pemerataan dan keadilan serta
mampu mengembangkan segenap potensi dan keanekahragaman dearah. Dengan kata
lain otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki
daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.
Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh

kegiatannya dan pemerintah pusat tidak terlalu aktif mengatur daerah.’

Paradigma otonomi daerah dan desentralisasi ekonomi telah memunculkan
kecenderungan bagi daerah untuk menggali berbagai potensi sumber daya yang

dimiliki dalam rangka memacu penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang

sebesar-besarnya.

7 T
Widjaja, HAW” e - ) .
2005, Hilm. 2 Jaja, penyelenggaraan otonomi di indonesia”. Jakarta: PT. Rajagrafindo persada,

:Nu‘rl.ar-\ Darise, Op cit, Him. 2
Widjaja,HAW, Op cit, Him. 7



Pendapatan asli daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan.
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekaayaan bersih dalam priode tahun yang bersangkutan. Pembiayaan adalah semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

berikutnya.'

Pendapatan asli daerah (PAD) diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor
33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah bersumber dari:!"
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

a. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang peribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah dan
pembangunan daerah.

b. Hasil Retibusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

c. Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah
yeng tidak termasuk dalam kelompok di atas pajak daerah, retribusi daerah
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1% Nurlan Darise, Op cit, Him. 42

”_Pasal 6 UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (lembaran negara republik indonesi tahun 2004 nomor 126)



Dari hasil sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dipergunakan untuk
sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi

daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Di dalam rangka melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah
memerlukan perencanaan yang akurat dan matang serta diharapkan dapat melakukan
evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Perencanaan, di dalam UU No
32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diatur di dalam Pasal 150 s/d 154'% dan
lebih jelas lagi diatur di dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu suatu
proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.”’?

Pada tahap-tahap permulaan perencanaan pada umumnya berkenaan dengan
bidang ekonomi, oleh karena itu kecendrungan utama adalah bahwah ilmu
perencanaan yang berkembang paling maju adalah perencanaan ekonomi.'*
Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan
pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus

dalam perencanaan pembangunan yaitu badan perencanaan pembangunan daerah

12
Pasal 150 s/d 154 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Negara Republik Indonesia tahun 2004 tahun 125) & ot Era, (Letbacan

13
Pasal 1 angka (1) UU nomor 25 tahun 2004 tentang Si
; g Sistem Perencanaan P
Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104) 30 Pembangunas

14 n: .
Bintoro t Gl i 5 o 3
Him 2 intoro tjokroamidjojo.,”perencanaan pembangunan”.Jakarta: CV. Haji masagung, 1990.



yang disingkat BAPPEDA. Dibentuknya BAPPEDA pada daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota diharapkan pembangunan di setiap daerah dapat mencapai hasil yang
maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan hal tersebut haruslah didukung dengan

keserasian antar pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintahan Kabupaten Lahat di dalam melaksanakan pembangunan di
daerah, terlebih dahulu membuat perencanaan supaya pembangunan dapat berjalan
dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana diatur di dalam UU No 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Oleh karena itu maka
pembentukan badan Perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lahat sangat
diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang
seluas-luasnya, yang di teruskan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 6 tahun
2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No 17 tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah dalam
Kabupaten Lahat . Badan perencanaan pembangunan daerah ini mempunyai tugas
membantu bupati/walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, artinya untuk daerah
Kabupaten Lahat bertugas membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Lahat dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir memang terjadi perkembangan yang pesat,'’ contohnya seperti

pembangunan yang dilakukan di kecamatan kikim selatanyaitu  pembangunan

15
Dalam makalah “Perencanaan Strategis Bappeda Kabupaten Lahat 2009-2013”, Him. 13



kawasan kota terpadu mandiri dan penembahan beberapa item seperti sarana jalan
sepanjang 5,8 Km, Islamic Center, dan beberapa sarana lainnya, akan tetapi masih
ada ditemui permasalahan-permasalahan yang timbul seperti kesenjangan ekonomi
antara pusat pemerintahan dengan daerah yang relatif jauh dan terpencil. Minimnya
pelayanan pemerintah serta kurangnya sarana dan prasarana wilayah menyebabkan
rendahnya produktivitas perekonomian masyarakat.16 Jauhnya rentang kendali
pemerintahan terhadap daerah desa-desa juga menyebabkan lambatnya
perkembangan tingkat perekonomian masyarakat desa tersebut dan akses dari

pengelolaan infrastruktur dan transportasi yang tidak berwawasan lingkungan.

Didalam kenyataan di lapangan seperti yang ditunjukan dari data Kantor
Kementerian Pengetasan Desa Tertinggal (PDT) menunjukan masi ada 138 daerah
Sumsel masuk dalam katagori wilayah tertinggal alias miskin. Data 138 daerah
Sumsel masuk dalam kategori wilayah tertinggal ini di ungkapkan sendiri Menteri
Pengentasan Desa Tertinggal (PDT), Ir HA Helmy Faishal Zaini, saat kunjungan
kerjanya ke Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat sendiri menurut catatan yang ada di

pihak kementerian PDT, saat ini masih termasuk dalam 138 daerah di Sumsel yang

masih tertinggal.'’

16 s
Pembangunan KTM kikim Kabupaten Lahat sesuai rencana, Diakses dari

http://www.Pembangunan%20K TM%20K ikim%20Kabu aten%20Lahat %20 1%

. paten%20Lahat, Sesuai%20 9

%29%201?\7/1ed|g%20Rakygt.htm pada tanggal 2 oktober 2012 ) uel20Rencana%20
Kabupaten Lahat. 138 Daerah di Sumsel masih miskin.

http://www.bharatanews.com/berita-1623-1 38-daerah-di-sumsel
september 2012

. Diakses dari
-masih-miskin.html pada tanggal 29




Seiring dengan semakin besarnya tantangan dan permasalahan yang dihadapi,
hal ini menuntut ditetapkannya langkah-langkah yang mampu memberikan stimulasi
agar pembangunan dapat semakin cepat memberikan dampak nyata terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat sekaligus mampu mengantisipasi segala tantangan dan

permasalahan yang akan terjadi di masa mendatang.'®

Sebagai sebuah kabupaten yang terus berkembang dan masih akan terus
berkembang, kabupaten lahat dituntut menjadi kabupaten yang mandiri, sejahtera,
berbudaya dan berwawasan lingkungan. Tuntutan ini bukan hanya sekedar slogan
manis kabupaten yang tidak memiliki dasar, melainkan tercantum karena dimilikinya
otonomi daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai budaya

lokal yang berkembang dalam pembangunan kabupaten.'’

Kabupaten lahat tidak boleh lagi di bangun hanya dengan menggunakan
pendekatan fop-down yang menghasilkan ketergantungan masyarakat terhadap
pemerintah, tetapi harus berani menyerahkan secara bertahap pembangunan

kabupaten yang partisipatif kepada masyarakat sesuai aspirasi dan potensi lokal yang

dimilikinya (bottom-up planning).*®

Dalam kaitan itulah, maka sustainability development harus diwujudkan

melalui good governance yang tidak hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah

18
Dalam makalah “Perencanaan Strategis Bappeda Kabupaten Lahat 2009-2013”

Him. 13 , Log cit.

9 Ibid. Him.13
2 1bid. Him.14



kabupaten saja, melainkan keikut sertaan partisipasi aktip sektor privat dan komponen
masyarakat lainnya (role players) dalam pembangunan kabupaten yang terpadu,
komprehensif, dan partisipatif. Adanya partisipasi masyarakat maupun unsur-unsur
dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam
penyelenggaraan pemerintaha sangat mempengaruhi dalam mewujudkan good
governance . Partisipasi merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses

tahapan perencanaan daerah dan bersifat inklusif,*!

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan di suatu daerah maka segala
program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan
masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam
rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan
dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Peran
serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya
pembangunan perlu di dukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam

memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.?

2 Nurlan darise, Op cit. Him. 117
Ibid. Him.117
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1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka
dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini

sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan
di Kabupaten Lahat ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat BAPPEDA dalam
perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat ?

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh BAPPEDA dalam mengatasi factor-
faktor penghambat yang muncul dalam perencanaan pembangunan di

Kabupaten Lahat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak diperoleh
dari penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang

dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi badan perencanaan pembangunan

daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lahat.
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2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi BAPPEDA
Kabupaten Lahat. |

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh BAPPEDA dalam
mengtasi hambatan yang muncul dalam perencanaan pembangunan di

Kabupaten Lahat.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada umumnya penelitian memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan di bidang hukum tata
negara tentang apa saja yang menjadi fungsi Bappeda dalam perencanaan
pembanguna daerah, dan hambatan-hambatan yang timbul dalam perencanaan
pembangunan daerah kabupaten lahat.

b. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi ataupun referensi bagi penelitian
yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat bermanfaat sebagai masukan bagi instansi terkait dalam

merencanakan pembangunan daerah di kabupaten lahat.
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b. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan penambahan wawasa bagi
para pembaca baik mahasiswa ataupun masyarakat umum dalam merencanakan

pembangunan daerah di kabupaten lahat.

1.5. Kerangka Teori

Kerangkah teori yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi menggunakan
teori otonomi yang termasuk ilmu pengetahuan hukum tata negara yang bersumber
dari perpustakaan sebagai sumber utama dalam penulisan ini.

Desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai tempatnya masing-masing,
Istilah Desentralisasi cenderung pada aspek administrasi Negara (Administrative
aspect), sedangkan otonomi daerah lebih mengarah pada aspek politik/kekuasaan
negara (Political Aspect), namun jika dilihat dari konteks berbagai kekuasaan
(Sharing of Power ), kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan
tidak dapat dipisahkan.

Secara etimologis, desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti de

adalah lepas dan centrum adalah pusat, sehingga desentralisasi dapat diartikan

melepaskan diri dari pusat.®

23 .
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat menguti i rrahm
lia gutip dari buku Abd ™
Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah”, Jakarta: Media Sarana Perss, 1987. Him. 1‘210 "
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Namun bila dilihat dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi  adalah
pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus
rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).

Menurut UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud
dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”**

D.R.H Koesoemahatmaja mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan
kekuasaan pemerintahan dari pusat daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya
sendiri (daerah-daerah otonom).”® Desentralisasi cara atau juga sistem untuk
menunjukan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut
serta dalam pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal itu Hans Kelsen mengemukakan bahwa Desentralisasi
merupakan salah satu bentuk negara, karena itu pengertian desentralisasi bertalian

dengan pengertian negara. Negara adalah tatanan hukum (legal order).?® Jadi

desntralisasi ini menyangkut sistem tatanan hukum dalam kaitannya dengan wilayah

negara.

24
Pasal 1 angka (7) UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan d
Republik Indonesia tahun 2004 tahun 125) el an daera. (Lembaran Negara

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraj i i
. yat mengutip dari  buk .D.
Koessoemahatmaja, Pengantar Sistem Pemerintahan Daerah di e “Bina ooty

1979. Him. 121 Indonesia, Bandung: Bina Cipta,
* Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *

) Hukum Administrasi
Kebijakan Pelayanan Pubiik”, Bandung, Nuansa, 2010, Him. 122 PSS siegars) dan
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Namun bila dilihat dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi  adalah
pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus
rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).

Menurut UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud
dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”**

D.R.H Koesoemahatmaja mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan
kekuasaan pemerintahan dari pusat daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya
sendiri (daerah-daerah otonom).”> Desentralisasi cara atau juga sistem untuk
menunjukan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut
serta dalam pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal itu Hans Kelsen mengemukakan bahwa Desentralisasi
merupakan salah satu bentuk negara, karena itu pengertian desentralisasi bertalian

dengan pengertian negara. Negara adalah tatanan hukum (legal order)?® Jadi

desntralisasi ini menyangkut sistem tatanan hukum dalam kaitannya dengan wilayah

negara.

24
Pasal 1 angka (7) UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah
Republik Indonesia tahun 2004 tahun 125) i P ducra. QLembaran Negera
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraj i i
. Jjat mengutip dari buku R.D.H
Koes ah ! 3 . - - . . - *
1979_S(l)—lelnr:| . la2 rlnaja, Pengantar Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bandung: Bina Cipta,
* Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, «

N Hukum Admini. ]
Kebijakan Pelayanan Publik”, Bandung, Nuansa, 2010. Him. 122 fristrast. Negara. dan
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Selanjudnya, Tjahja Supriatna mengumukakan, bahwa desentralisasi dalam
bidang pemerintahan adalah pelimpahan urusan dari pemerintahan pusat dari suatu
organisasi pemerintah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari
kelompok penduduk yang mendiami wilayah itu.

Sedangkan istilah Otonomi berasal dari bahasa Yunani, aufo berarti sendiri
dan nomous berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science,
Otonomi dalam pengertian orisinil adalah The legal self of sufficiency of cicial body
and in actual independence.”’

Otonomi daerah merupakan kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur
daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Menuru UU No 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi bahwa Otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan”.?®

Menurut Sarundajang, otonomi daerah yaitu:*°

a. hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut

bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang

diserahkan kepada daerah.

2 .
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat mengutip dari buku Surandajang ” ;
ang,” A
Kelmasa%r ;’u.;tlzt ke Daerah”, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001. Him 109 Jang;" drsis Salik
asal 1 angka (5) UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah
RCPUblikzlndonesia tahun 2004 nomor 125) g p ntahan daera. (Lembaran Negara
? Op cit., HIm 110
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b. dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga
sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan kewenangan otonominya di luar
batas-batas wilaya daerahnya.

¢. daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga
daerah lain sesuai dengan pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.

d. otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.

Dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintah menggunakan asas
desentralisasi dan asas dekonsentrasi.dan pemerintahan daerah menggunakan asas
otonomi dan tugas pembantu.

Tugas pembantu adalah pemerintah menugaskan kepada pemerintah daerah
otonom untuk ikut serta melakukan kewenangan urusan pemerintah dengan batasan-
batasan pertanggungjawaban, dimana pelaksanaan diatur daqlam peraturan
perundang-undangan.

Menurut UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan
bahwa®® tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau
desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu .

Menurut UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

30
Pasal 1 angka (9) UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan d
Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125) Epe an daera. (Lembaran Negara
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tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.”’

Dalam arti luas perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara
sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.”?

Dalam Kamus Menegement karangan Moekijat menyebutkan bahwa:

1. “ Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta

serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang

akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan
yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang
diinginkan.”

2. “ Perencanaan adalah suatu usah untuk membuat suatu rencana

tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan

dimana hal itu dilakukan.”

3 “ Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan unyuk mencapai

suatu hasil yang diinginkan.”

4. “ Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan

yang diinginkan dan bagaimana tujuan itu harus dicapai.”

31
Pasal 1 angka (1) UU No 25 tahun 2004 tentan ;
g perencanaan pemban
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104) gunan nasional

32 Bintoro tjokroamidjojo, Op cit. Him. 12
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Dari berbagai rumusan diatas dapat disimpulkagn bahwa inti perencanaan
adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan

tersebut.

1.6. Metode Penelitian
1.6.1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum indoktriner atau
penelitian hukum sosiologis, dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan.33
Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yang bertitik tolak pada data
primer atau lapangan yaitu berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai
proses terjadinya dan mengenai proses terjadinya yang bertujuan menganalisis
bagaimana cara pelaksanaan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Lahat dan Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi tersebut.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif bersifat eksploratoris karena berusaha mengeksplorasi terhadap
suatu permasalahan walaupun dengan sedikit informasi. Logika dalam penarikan
kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan logikan induktif

yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang

% Abdulkadir Muhammad,

“Hukum dan Penelitian H = : i i
Bakti, 2004, Him. 155 itian Hukum”, Bandung: PT. Citra Aditya
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bersifat umum berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya kemudian

dikelaskan ke dalam suatu konsep.

1.6.3. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian untuk penulisan hukum tentang pelaksanaan fungsi badan
perencanaan pembangunan daerah  kabupaten lahat, penulis memilih untuk
melakukan penelitian di kantor badan perencanaan pembanguna kabupaten lahat.
1.6.4. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data,
jadi bukan hasil dari olahan orang lain..**
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memberikaan
penjelasan dan keterangan yang bersifat mendukung data primer.®® Data sekunder
diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis terhadap
pelaksanaan fungsi BAPPEDA. Selain itu tidak menutup kemungkinan diperoleh
bahan hukum lain. Bahan-bahan hukum tersebut dapat berupa:
1. Bahan Hukum Primer,*® yang terdiri atas:
a) norma atau kaidah dasar yaitu UUD 1945

b) peraturan perundang-undangan

34 .
Soerjono Soekanto & Sri Mamudiji, “ Penelitian Hukum Normatif: suatu tinj ; »
Jakarta, Rajawali Pers, 2010. Hlm. 29 if: suatu tinjauan singkat ™,

35
Lexy J. Moelong,” Metodologi Penelitian Kualitatif” : i
e, 1054, P 1 g ualitatif”, Bandung : Remaja Rosdakarya

36 Zainudin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. Him. 47
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i. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

ii. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

iii. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

iv. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah
Dalam Kabupaten Lahat.

v. Peraturan Bupati Lahat Nomor 29 tahun 2008 tentang Uraian Tugas
masing-masing Jabatan Struktural Dilingkungan Lembaga Teknis

Daerah dalam Kabupaten Lahat.

vi. dan Aturan-aturan yang berkaitan dengan BAPPEDA.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil
penelitian ilmiah, dan laporan makalah lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

hukum ini meliputi kamus, kamus hukum, data internet, dan lain-lain.
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1.6.5.Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1) Wawancara (Interview). Wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu. Di dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu interviewer dan interviewee.”!
Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak terkait seperti Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan, Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan Setrategi, dan Kepala
Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah di badan perencanaan
kabupaten lahat, yang dapat memberikan informasi serta data yang penulis butuhkan
yang berada pada lokasi penelitian yaitu kantor BAPPEDA lahat.

2). Studi Kepustakaan

Adapun pustaka yang menjadi penelitian anatara lain buku-buku dan literatur
yang berkaitan dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, dokumen
resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.

1.6.6. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan
Setelah data yang dibutuhkan terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya

adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

7 Interviewer adalah (pewawancara) atau yang mencari informasi j
Pertanpyaan, memin}a penjelasan dan menggali keterangan yang lebih meni'lzrl‘gmmeggﬁ:ul‘::nn
mtervu_zufee (yang diwawancara) atau pemberi informasi, yang menjawab pertanyaan.-pertanngaan
yang dlajuk_an oleh pewawancara. Usmawadi, “ petunjuk penulisan ilmiah bidang hukum” Palcml)‘),an
: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012. Him 270 , &
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metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara
sistematik kemudian disimpulkan dengan metode induktif sehingga diperoleh suatu
gambaran yang baik dan jelas, yang pada akhimya dapat memberikan jawaban
terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Terhadap data kualitatif dalam
hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa
prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap

suatu kebenaran.®

38
Joko Subagyo,” Metod, iti j "
2004, Him. 106 gY! etode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek , Jakarta : Rineka Cipta,
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